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Abstrak

Pernikahan adat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Suku Baduy memiliki
aturan dan norma tersendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku
di Indonesia, Salah satu aspek penting dalam perkawinan adat Baduy adalah
proses pemilihan pasangan hidup, yang tidak selalu mengikuti usia sebagai
patokan, tetapi lebih kepada kedewasaan sosial yang diakui oleh keluarga dan
masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak perjodohan dini
pada perkawinan adat Baduy dalam konteks hukum nasional, khususnya Pasal 7
Undang- Undang No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi lapangan,
diperoleh pemahaman bahwa dalam masyarakat Baduy, bahwa mereka sudah
dijodohkan oleh orang tua sejak masih anak-anak, namun yang menentukan
kesiapan seseorang untuk menikah adalah pengakuan masyarakat dan orang tua,
bukan semata-mata wusia. Penelitian ini membahas implikasi perbedaan ini
terhadap ketentuan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur
dalam Undang- Undang tersebut.
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Pendahuluan

Masyarakat Suku Baduy dikenal dengan kuatnya tradisi dan adat-
istiadat mereka, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran keagamaan dan nilai-
nilai dari leluhur. Dalam hal pernikahan, adat Baduy itu sendiri
menetapkan bahwa pasangan hidup untuk anak-anak mereka sudah
ditetapkan sejak mereka masih muda. Salah satu aspek penting dalam
perkawinan adat Baduy ialah proses perjodohan yang tidak selalu
didasarkan pada usia biologis, tetapi lebih pada kedewasaan sosial yang
diakui oleh keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat
Baduy, seorang individu dianggap siap untuk menikah bukan hanya karena
mencapai usia tertentu, tetapi karena telah memenuhi syarat-syarat

kedewasaan yang ditandai dengan pengakuan dari orang tua dan
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lingkungan sosial sekitar. Konsep yang disebut sebagai “dewasa kampung”
merupakan ukuran utama seberapa siap seseorang untuk menikah. Oleh
karena itu, dalam masyarakat Baduy, kedewasaan dan tanggung jawab
sosial yang lebih penting daripada usia sebagai patokan.

Namun, kebiasaan perjodohan dini ini sering bertentangan dengan
undang-undang Indonesia, terutama Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan
harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Meskipun demikian,
pemahaman orang Baduy tentang kesiapan untuk menikah lebih
bergantung pada tingkat kedewasaan emosional dan sosial yang diakui oleh
masyarakat daripada batas usia yang ditetapkan oleh negara. Hal ini
menyebabkan ketegangan antara praktik adat dan hukum negara yang
menetapkan usia minimal untuk menikah.

Adanya perjodohan dini di masyarakat Baduy disebabkan oleh
prinsip-prinsip sosial dan adat yang mengutamakan kelangsungan hidup
dan keharmonisan komunitas. Pernikahan dalam masyarakat Baduy sangat
berkaitan dengan kelangsungan hidup dan stabilitas sosial. Ini juga
merupakan masalah hubungan pribadi antara dua orang. Oleh karena itu,
pasangan yang dianggap siap menikah bukan hanya telah mencapai usia
biologis tertentu, tetapi juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat
dan orang tua mereka bahwa mereka siap memikul tanggung jawab sebagai
suami atau istri. Perjodohan juga menjaga keseimbangan sosial,
mempertahankan tradisi, dan memastikan bahwa orang yang menikah
dapat membantu kehidupan sosial dan ekonomi keluarga dan komunitas,
memperkuat ikatan keluarga, dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat
Baduy. Proses perjodohan dini ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan
didasarkan pada norma sosial yang telah lama diterima dalam masyarakat
Baduy. Meskipun proses ini memiliki tujuan sosial yang baik bagi
masyarakat Baduy secara keseluruhan, ada konsekuensi negatif yang perlu

diperhatikan.
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Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial
dalam konteks alami melalui observasi lapangan di masyarakat adat Baduy.
Data dikumpulkan melalui observasi langsung proses pernikahan adat
Baduy dan wawancara dengan orang tua dan pemuda yang telah menikah.
Selain itu, peneliti menggunakan penelitian literatur untuk meningkatkan
pemahaman mereka tentang hukum perkawinan adat dan peraturan
nasional yang relevan. Fokus penelitian adalah masyarakat Adat Baduy di
Desa Kanekes, Provinsi Banten. Penelitian ini menganalisis tempat, orang-
orang yang terlibat, dan aktivitas yang berinteraksi satu sama lain. Untuk
mendokumentasikan budaya yang tidak selalu dapat direkam secara visual,
semua pengamatan dicatat dalam catatan lapangan, yang digunakan selama
penelitian. Selain itu, informasi tambahan tentang sejarah desa dan tradisi
Seba digunakan untuk meningkatkan pemahaman budaya. Penelitian ini
berhasil memberikan gambaran menyeluruh tentang tradisi dan praktik
budaya masyarakat Baduy, serta dampak mereka pada kehidupan sehari-
hari mereka, melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan

informan penting.

Hasil dan Pembahasan

Menurut penelitian lapangan yang dilakukan di masyarakat adat
Baduy, kesiapan seseorang untuk menikah tidak didasarkan pada usia.
Sebaliknya, kesiapan untuk menikah dapat didasarkan pada pengakuan
orang tua dan masyarakat terhadap kedewasaan sosial dan emosional
seseorang. Di masyarakat Baduy, proses perjodohan dianggap siap untuk
menikah apabila seseorang dianggap mampu menjalankan peran sebagai
suami atau istri dalam struktur sosial mereka. Konsep “dewasa kampung”
ini tidak hanya mencakup kedewasaan fisik seseorang, tetapi lebih
menekankan pada kesiapan individu untuk berkontribusi dalam kehidupan
rumah tangga, sosial, dan adat.

Meskipun usia merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan

dalam kasus ini, itu tidak berarti bahwa seseorang yang dianggap cukup
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dewasa secara fisik atau biologis otomatis siap untuk menikah. Di
masyarakat Baduy, pernikahan lebih dilihat dari sudut pandang
kematangan mental dan emosi yang diakui oleh orang tua dan masyarakat.
Keluarga dan tokoh masyarakat biasanya terlibat dalam proses perjodohan
ini untuk menentukan apakah seseorang sudah dianggap siap untuk
menikah.

Di Indonesia, ada ketegangan antara hukum negara dan adat,
terutama terkait dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan
perempuan, serta praktik pernikahan adat masyarakat Baduy. Ini
menunjukkan tantangan yang sulit untuk mengharmonisasikan hukum
yang berbeda. Usia bukanlah satu-satunya faktor penentu karena
masyarakat Baduy melihat pernikahan sebagai tanggung jawab sosial dan
budaya yang lebih menekankan kesiapan seseorang untuk menjalankan
peran sosial dalam komunitas. Ketegangan muncul ketika hukum negara
bertentangan dengan praktik adat yang telah lama ada. Banyak orang
Baduy merasa aturan baru ini mengganggu tradisi mereka, yang
menyebabkan lebih banyak orang meminta dispensasi untuk menikah di
bawah 19 tahun. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan percakapan
antara pemerintah dan masyarakat adat. Ini dapat mencakup pengakuan
hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan pendidikan dan
kesadaran tentang hak-hak anak, dan forum musyawarah antara pemimpin
adat dan perwakilan pemerintah untuk menemukan solusi yang saling
menguntungkan dan mencapai keseimbangan antara nilai-nilai budaya

masyarakat adat dan kepentingan hukum negara.

A. Dampak Positif:
1. Kesiapan Sosial dan Emosional yang Diakui oleh Masyarakat:
Dalam masyarakat adat Baduy, pernikahan diatur oleh norma
sosial yang berbeda, di mana kedewasaan sosial dan emosional lebih
penting daripada usia biologis. Individu yang dianggap sebagai “dewasa

kampung” atau siap secara sosial dan emosional dalam konteks ini dapat
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menikah meskipun mereka masih muda. Hal ini mencerminkan
pandangan masyarakat Baduy yang lebih menilai kesiapan individu
untuk menikah berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami dan
mengemban tanggung jawab sosial dan emosi yang menyertainya.

Kedewasaan yang dimaksud tidak hanya mencakup kemampuan
seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi juga
memahami nilai-nilai adat dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan
masyarakat Baduy. Pasangan yang menikah diharapkan tidak hanya
akan mempertahankan dan mempertahankan prinsip-prinsip ini, tetapi
juga akan aktif berpartisipasi dalam aktivitas sosial di komunitas
mereka. Pernikahan dalam kasus ini tidak hanya merupakan ikatan
antara dua orang, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya
kolektif untuk menjaga keberlanjutan dan keharmonisan budaya.
Konvensi ini meningkatkan solidaritas sosial di komunitas Baduy.
Pasangan yang sudah menikah dianggap siap untuk berfungsi sebagai
anggota masyarakat menumbuhkan rasa percaya dan dukungan di
antara anggota komunitas. Jadi, pernikahan memperkuat jaringan sosial
dan hubungan antara anggota masyarakat.

Selain itu, pernikahan Baduy sering kali melibatkan berbagai
tradisi dan ritual yang memperkuat identitas budaya mereka. Keluarga
dan orang lain biasanya berpartisipasi aktif dalam upacara pernikahan,
yang menciptakan momen kebersamaan yang memperkuat hubungan
sosial. Pernikahan dilihat sebagai penyatuan dua orang dan penguatan
struktur sosial yang lebih luas dalam situasi ini. Pendekatan ini
memungkinkan masyarakat Baduy untuk membangun struktur sosial
yang kuat di mana setiap warga memiliki peran penting dalam
mempertahankan nilai-nilai kolektif dan tanggung jawab bersama. Jadi,
pernikahan membantu masyarakat Baduy membentuk keluarga baru
dan mempertahankan tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan
zaman.

2. Pemeliharaan Tradisi dan Budaya:
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Melalui perjodohan dini, yang dilakukan sesuai dengan aturan lama,
masyarakat Baduy mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Proses
pernikahan Baduy lebih berfokus pada kesiapan sosial dan emosional
daripada usia biologis, sehingga orang-orang yang dianggap “dewasa
kampung” dapat menikah pada usia muda. Perjodohan dimulai ketika
orang tua sudah memilih pasangan untuk anak mereka, menciptakan
rasa keterikatan dan tanggung  jawab terhadap tradisi.
Proses pelamaran terdiri dari beberapa langkah, termasuk kunjungan
pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk membahas maksud
pernikahan dan memberikan bingkisan simbolis. Setelah kesepakatan
dicapai, pemimpin kampung atau Jaro Tangtu dilibatkan untuk
membantu prosesi pernikahan, menunjukkan betapa pentingnya
komunitas di setiap langkah.

Upacara pernikahan diiringi dengan ritual yang kaya makna, yang
memperkuat hubungan keluarga dan solidaritas sosial.
Masyarakat Baduy menginginkan pasangan menikah pada usia minimal
14 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki untuk
mempersiapkan mereka untuk menghadapi kesulitan hidup berkeluarga.
Praktik ini membantu masyarakat Baduy mempertahankan identitas
budaya mereka dan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antara
anggota komunitas, meskipun mereka hidup di tengah modernisasi yang
semakin kuat.

3. Peningkatan Stabilitas Sosial:

Dalam pandangan adat masyarakat Baduy, pernikahan yang
dilakukan pada wusia muda memiliki pengaruh besar terhadap
pembentukan keluarga dan stabilitas sosial. Dalam budaya Baduy,
pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk mempercepat integrasi
individu ke dalam struktur sosial yang lebih luas. Pasangan muda yang
menikah berkontribusi langsung pada dinamika sosial di komunitas
mereka selain membentuk keluarga baru. Pernikahan dini mengajarkan

anak-anak untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab sosial
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mereka sejak usia dini, menciptakan rasa solidaritas dan ketergantungan
di antara anggota masyarakat.

Di masyarakat Baduy, proses perjodohan dimulai saat orang tua
memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Dengan demikian, ikatan
dan tanggung jawab terhadap tradisi yang ada diciptakan. Pasangan
biasanya menikah pada usia 14 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi
laki-laki untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan
hidup sebagai pasangan. Setiap pernikahan dianggap sebagai hubungan
seumur hidup yang harus dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak,
karena masyarakat Baduy menolak praktik poligami dan perceraian.
Upacara pernikahan melibatkan ritual yang kaya makna yang
memperkuat hubungan keluarga dan solidaritas sosial di komunitas.

Pernikahan dini membantu membentuk keluarga baru dan menjaga
identitas budaya masyarakat Baduy. Praktik ini memungkinkan
masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budayanya
meskipun berada di tengah arus modernisasi yang semakin kuat.
Pernikahan dini memungkinkan individu untuk masuk ke dalam struktur
sosial dan memperkuat stabilitas sosial di masyarakat Baduy. Ini juga
membantu menguatkan norma-norma dan nilai-nilai budaya adat,
memastikan generasi penerus tetap terhubung dengan warisan budaya
mereka.

4. Pencegahan Ketergantungan Ekonomi:

Pernikahan adat Baduy lebih dianggap sebagai persiapan untuk
memainkan peran finansial dalam rumah tangga dan komunitas. Dalam
situasi seperti ini, pernikahan dini memungkinkan pasangan muda untuk
segera terlibat dalam bisnis, yang pada gilirannya membantu keluarga
dan komunitas mereka tetap mandiri secara finansial. Mereka yang
menikah pada usia muda memiliki kemungkinan lebih besar untuk
membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di
pertanian atau kerajinan tangan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang
dipegang oleh masyarakat Baduy, di mana setiap anggota memiliki

tanggung jawab yang jelas untuk memastikan kesejahteraan bersama.
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Pernikahan dini meningkatkan struktur sosial dan pelestarian
tradisi. Pasangan muda menikah dan membentuk keluarga, menjalankan
peran rumah tangga dan menciptakan stabilitas sosial. Keluarga baru
yang menikah dini dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari, yang dapat membantu komunitas secara keseluruhan. Selain
itu, tradisi pernikahan yang memprioritaskan kedewasaan sosial dan
emosional menjamin bahwa pasangan memiliki komitmen terhadap nilai-
nilai adat dan tanggung jawab sosial.

Meskipun ada keuntungan dari pernikahan dini, penting untuk
mempertimbangkan masalah yang dapat muncul. Faktor risiko bagi
pasangan muda dalam mengelola hubungan rumah tangga adalah
ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman hidup. Oleh
karena itu, masyarakat Baduy harus membantu generasi muda
menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga dengan lebih baik,
meskipun pernikahan dini dapat menawarkan peluang kemandirian
finansial. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa tradisi

tetap ada sambil menguntungkan keluarga dan individu.

B.Dampak Negatif:
1. Risiko Ketidakmatangan Emosional dan Sosial:

Meskipun masyarakat adat Baduy menilai kesiapan menikah
berdasarkan kedewasaan sosial dan emosional, tidak dapat dipungkiri
bahwa orang yang menikah pada usia muda mungkin belum sepenuhnya
siap menghadapi tantangan yang terkait dengan pernikahan.
Ketidakmatangan emosional dan kekurangan pengalaman hidup dapat
menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga, seperti
kesulitan dalam mengelola konflik dan komunikasi yang kurang efektif.
Hal ini seringkali diperparah oleh fakta bahwa banyak pasangan muda
tidak memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang muncul
dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, mereka mungkin mengalami
kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang muncul

setelah menikah.
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Dalam masyarakat Baduy, orang tua sering menjodohkan anak-anak
mereka sebelum mereka lahir, yang menyebabkan pernikahan dini.
Proses ini menghilangkan kesempatan bagi individu untuk memilih
pasangan mereka sendiri, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka
untuk membangun hubungan yang kuat dan saling memahami. Konflik
dan ketidakpuasan dalam pernikahan meningkat ketika pasangan muda
terpaksa menikah tanpa ikatan emosional yang kuat atau pemahaman
yang mendalam satu sama lain.

Selain itu, meskipun norma sosial Baduy mendukung pernikahan
dini sebagai cara untuk memperkuat struktur sosial dan keluarga,
pasangan muda masih menghadapi masalah. Masyarakat Baduy harus
menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi adat dan
memastikan bahwa pasangan yang menikah benar-benar siap untuk
menjalani kehidupan berkeluarga. Masyarakat dapat membantu
pasangan muda mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang
dalam kehidupan pernikahan mereka dengan memberikan pendidikan
dan bimbingan yang lebih baik tentang hubungan dan manajemen
konflik.

2. Konflik dengan Ketentuan Hukum Nasional:

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal
perkawinan untuk perempuan dan laki-laki, serta praktik pernikahan
adat, untuk melindungi orang dari risiko pernikahan dini yang dapat
berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Hal ini
menyebabkan ketegangan antara hukum negara dan adat lokal di
masyarakat Baduy. Namun, dalam kenyataannya, orang Baduy sering
menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda, sesuai
dengan kebiasaan dan norma komunitas mereka. Hal ini menimbulkan
masalah hukum. Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia yang
ditetapkan oleh undang-undang negara tidak diakui secara hukum, dan

pasangan yang terlibat dapat mengalami konsekuensi.
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Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat
Baduy dan pemerintah serta mengancam stabilitas sosial komunitas.
Sistem hukum adat yang kuat dimiliki oleh masyarakat Baduy mengatur
semua aspek kehidupan mereka, termasuk pernikahan. Nilai-nilai
tradisional dan norma sosial yang telah ada sejak lama diterapkan
dalam hukum adat mereka, yang disebut sebagai “kanekes.” Ketika
hukum nasional bertentangan dengan praktik adat, hal ini dapat
menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi mereka
yang menikah dini. Selain itu, ada risiko bahwa pasangan yang menikah
lebih muda dari batas usia yang ditetapkan akan kehilangan hak-hak
hukum mereka, seperti hak atas warisan atau perlindungan dalam
situasi konflik.

Pemerintah harus berbicara dan mengharmonisasi hukum negara
dan adat untuk mengatasi ketegangan ini. Metode yang inklusif dapat
membantu meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai dan
kebutuhan masyarakat Baduy sambil melindungi individu dari risiko
pernikahan dini. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pemimpin
adat, solusi dapat ditemukan untuk menghormati praktik budaya
masyarakat Baduy tanpa mengabaikan perlindungan hukum yang
diperlukan bagi generasi muda. Dengan cara ini, orang Baduy dapat
mempertahankan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan hukum
nasional.

3. Risiko Kesehatan Fisik dan Mental pada Perempuan:

Dalam masyarakat adat, pernikahan dini, terutama bagi perempuan,
sering diikuti dengan kesulitan sosial dan psikologis. Perempuan yang
menikah biasanya dipaksa untuk segera memiliki anak dan memikul
tanggung jawab sebagai ibu dan istri, meskipun mereka mungkin belum
sepenuhnya siap secara mental dan emosional. Mengingat tanggung
jawab besar yang harus mereka emban dalam kehidupan rumah tangga,
tuntutan untuk memenuhi harapan sosial ini dapat menyebabkan stres

dan kecemasan. Ketidakpuasan dalam pernikahan sering kali
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disebabkan oleh ketidaksiapan ini, yang dapat memengaruhi kesehatan
mental mereka dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Selain menghadirkan tantangan emosional, pernikahan dini juga
meningkatkan kemungkinan hamil di wusia muda, yang dapat
membahayakan kesehatan fisik perempuan. Hamil pada usia muda
sering berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan bagi ibu dan
bayi. Perempuan hamil muda mungkin lebih rentan terhadap masalah
kesehatan seperti preeklampsia, kelahiran prematur, atau bahkan
kematian maternal karena mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan
atau pengalaman yang cukup tentang perawatan prenatal yang baik.
Selain itu, kehamilan di usia muda dapat memperburuk siklus
kemiskinan dan ketidaksetaraan gender karena mengganggu peluang
pendidikan dan kerja perempuan.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini dan
perjodohan terhadap masyarakat perlu diperhatikan lebih lanjut.
Masyarakat harus mempertimbangkan kesejahteraan individu, terutama
perempuan, dalam adat istiadat mereka. Pendidikan tentang kesehatan
reproduksi dan hak-hak perempuan sangat penting untuk membantu
perempuan memahami konsekuensi pernikahan dini dan mendapatkan
bantuan yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih baik dalam peran
baru mereka. Diharapkan masyarakat dapat menemukan cara untuk
menghormati tradisi sambil melindungi kesehatan dan kesejahteraan
generasi muda mereka dengan mengambil pendekatan yang lebih peka
terhadap masalah ini.

4. Peluang Pendidikan yang Terbatas:

Pernikahan dini di masyarakat adat Baduy sering kali membatasi
kesempatan individu, terutama perempuan, untuk belajar dan
memperoleh keterampilan lebih lanjut. Perempuan yang menikah
biasanya diharapkan untuk memikul tanggung jawab tradisional sebagai
istri dan ibu, yang mengharuskan mereka berkonsentrasi pada rumah
tangga dan keluarga. Tuntutan ini seringkali menghalangi mereka untuk

mencapai tujuan pribadi atau profesional, yang menghambat kemajuan
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individu. Dalam situasi seperti ini, perempuan yang menikah muda
mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
formal atau pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas
hidup mereka.

Selain itu, perjodohan dini juga berpotensi meningkatkan angka
kehamilan di usia muda, yang berdampak negatif pada kesehatan
mental dan fisik perempuan. Hamil muda seringkali tidak didukung
dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang perawatan
prenatal, meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Ketidakmampuan
untuk memenuhi kewajiban sebagai ibu dan istri pada usia muda dapat
menyebabkan stres emosional dan psikologis yang berlangsung lama.
Hal ini menyebabkan siklus di mana wanita muda terperangkap dalam
pekerjaan rumah tangga tanpa kesempatan untuk berkembang secara
profesional atau pribadi.

Masyarakat Baduy sangat menghargai nilai-nilai tradisional. Namun,
penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan individu saat
melakukan kebiasaan adat mereka. Pendidikan hak-hak perempuan,
kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan bagi generasi muda
harus ditingkatkan. Masyarakat dapat membantu perempuan muda
mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan kehidupan
berkeluarga sambil mempertahankan tradisi dengan memberikan
dukungan dan sumber daya yang tepat. Metode ini tidak hanya akan
meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan, tetapi juga akan
meningkatkan komunitas.

5. Potensi Eksploitasi dan Ketimpangan Gender:

Pernikahan dini dapat meningkatkan kemungkinan eksploitasi,
terutama terhadap perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang
paling rentan dalam hubungan. Pernikahan yang tidak didasarkan pada
kesetaraan emosional dan kematangan menciptakan ketimpangan
kekuasaan dalam rumah tangga dalam banyak kasus. Perempuan yang
menikah pada usia muda mungkin tidak memiliki pengalaman atau

keterampilan yang diperlukan untuk menegosiasikan hak-hak mereka,
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yang membuat mereka lebih rentan terhadap perlakuan yang tidak adil
dan ketidaksetaraan hak. Wanita dapat merasa terpinggirkan dan
kehilangan suara dalam masalah yang memengaruhi kehidupan mereka
jika mereka tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan
keputusan keluarga.

Selain itu, pernikahan dini sering disertai dengan ekspektasi sosial
yang menganggap perempuan subordinat. Dalam situasi seperti ini,
perempuan diharapkan untuk mengikuti peran istri dan ibu yang
konvensional tanpa mempertimbangkan keinginan pribadi mereka.
Situasi ini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada,
di mana perempuan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk belajar
dan berkembang, tetapi juga kehilangan hak untuk memilih dan
menentukan jalan hidup mereka sendiri. Siklus kemiskinan dan
ketidakberdayaan dapat terbentuk ketika perempuan tidak memiliki
akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan.

Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahaya eksploitasi yang
terkait dengan pernikahan dini dan melindungi perempuan dari hal-hal
seperti itu. Pendidikan tentang hak-hak individu, kesetaraan gender,
dan pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan harus
ditingkatkan. Dengan mengajar dan mendukung perempuan muda
sebelum mereka menikah, masyarakat dapat membantu menciptakan
lingkungan yang lebih aman dan adil. Metode ini tidak hanya akan
memberi perempuan kebebasan, tetapi juga akan membangun

komunitas yang lebih seimbang.

Kesimpulan

Pernikahan adat Baduy memiliki ciri khas yang membedakannya
dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal
batas usia minimal pernikahan. Masyarakat Baduy lebih menekankan pada
kedewasaan sosial dan emosional sebagai indikator kesiapan menikah,
bukan sekadar usia biologis. Konsep “dewasa kampung” menjadi patokan

utama dalam menentukan apakah seseorang siap untuk memasuki
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pernikahan, yang sering kali terjadi pada usia muda. Meskipun hal ini
berakar pada nilai sosial dan budaya yang kuat dalam komunitas Baduy,
praktik perjodohan dini ini menimbulkan dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari perjodohan dini di masyarakat Baduy antara
lain adalah terjaganya stabilitas sosial, pelestarian tradisi, serta
peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dan komunitas. Namun,
dampak negatif juga tidak bisa diabaikan, seperti risiko ketidakmatangan
emosional, konflik dengan ketentuan hukum nasional, serta potensi
masalah kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan yang
menikah pada usia muda. Selain itu, pernikahan dini dapat membatasi
kesempatan pendidikan dan memperburuk ketimpangan gender dalam
rumah tangga.

Perbedaan antara praktik pernikahan adat Baduy dan ketentuan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan
adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu,
penting untuk mencari keseimbangan antara pelestarian adat dan
penerapan hukum nasional guna melindungi hak-hak individu, terutama

dalam konteks perlindungan anak dan perempuan.
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